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TUNGGU REGULASI DI TINGKAT PUSAT

Pembahasan Raperda Transformasi Digital Ditunda

YOGYA (KR) - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
(Raperda) tentang Penyelenggaraan Transformasi Digital Kota
Yogyakarta dipastikan belum dapat dilanjutkan secara
menyeluruh. Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Yogyakarta
memutuskan untuk menunda sementara pembahasan aturan
tersebut guna memastikan materi regulasi daerah tidak
berbenturan dengan kebijakan pemerintah pusat yang saat ini
masih menunggu ke_]elasan

Ketua Pansus Raperda P ng:

kilan Dinas Kominfc )v A4
nanHukum Bappeda, serta Bagian

masih membutuhkan penyesuaian dan
pendalaman lebih lanjut. Oleh karena
itu, pembahasan terpaksa dihentikan se-
mentara agar regu]am yang disusun di
tingkat daerah memiliki pijakan hukum
yang kokoh. ,Aiilni kami skors untuk
memberikan waktu pendalaman materi
dan penyesuaian dengan peraturan di
atasnya,Ai tandasnya, Senin (27/7).
Lebih lanjut, Agus menjelaskan kepas-

Raperda Penyelenggaraan. Trans-
formasi Digital ini sejatinya disiapkan
untuk memperbarui Peraturan Daerah
Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2021
tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan
Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Regu]asi lama tersebut dinilai sudah per-
lud ikan dengan di ika kebu-

tidak ada regulasi yang tumpang tindih
dan memperkuat harmonisasi hukum,
Pansus beserta tim penyusun juga
agenda I Itasi lan-
jutan dengan Biro Hukum Pemerintah
Daerah DIY.Ke depannya, Pansus
DPRD Kota Yogyakarta baru akan

I i dan

mer

mhanh'ansformasl digital saat ini, guna
intahan digital, pe-

tian regulasi dari pusat menjadi kunci

ngembangan kota cerdas, serta tata kelo-

pendalaman materi raperda setelah
regulasi pelaksana di tingkat pusat be-
serta kajian teknis yang dibutuhkan

garaan 'D'ansfomasx Digital Kota utama sebelum legislatif di daerah - lalayanan publik yang transparan dan telah resmi tersedia.

YogyakartaAgus Tnanw k Or; bat penye- h lebih jauh. Kejel aturan  akuntabel Langkah strategis penundaan ini di-
di kati larasan b i raperda dengan per- pelaksana dari pemerintah pusat dinilai Selama proses bal awal, pi- I kan mampu thasilkan raper-

dalam rapat kerja b sbij: nasional sangat penting agar beleid yang akan di- hak OPD terkait bersama Bagian da yang tidak sekadar kuat secara lan-

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ter- Agus Trianto menegaskan bahwa pem-  sahkan nantinya dapat diterapkan se- Hukum dan Kementenan Hukum juga dasan hukum, tetapi juga benar-benar

kait di lingkungan Pemerintah Kota bahasan raperda ini memerlukan kehati- carl tepat sasaran dan selaras dengan hi- isasi draf, aplikatif dalam memfasilitasi kebutuhan

Yogyakarta pada pekan lalu. Rapat yang hatian karena regulasi penyelenggaraan ~ erarki perundang-undangan yang lebih - mulai dari penyesuaian judul hmgga layanan di Kota Yogyakarta.

dipimpinnya itu turut dihadiri oleh per- = pemerintahan digital di tingkat pusat tinggi. . materi Untuk (Dhi)-d
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